5.1

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

. Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas

persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak
pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasrana
yang memadai, anggaran Yyang cukup dari APBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU,
Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi
regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran
di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala
Daerah dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

decara serentak di Tahun 2024.
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5.2 Saran

1. Perlu dilakukan perencanaan yang strategis dalam menyiapkan regulasi,
sarana prasarana yang memadai, anggaran yang memadai efektif dan
efesien, penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi etika, moralitas
dan profesional dalam melaksanakan tahapan pemilihan agar azas pemilu
dan pemilihan yang Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
dapat tercapai.

2. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara norma yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sepanjang mengatur tentang tahapan pemilu dan
pemilihan agar dapat tercapainya keselarasan dalam mengatasi perbedaan

atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum.
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